REPUBLIK INDONESIA

No.3, 2012

KEUANGAN NEGARA. APBD. DAU. Daerah.
Provinsi. Kabupaten/Kota.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2011
TENTANG

DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-

Mengingat

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5254);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN
ANGGARAN 2012.

Pasal 1

(1) Dana Alokasi Umum dalam Peraturan Presiden ini adalah Dana
Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2012.

(2) Dana Alokasi Umum terdiri atas:
a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; dan
b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.

(3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2012
ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan
Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

(4) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan
kabupaten/kota ditetapkan sebagai berikut :

a. untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3);

b. untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sebesar 90% (sembilan
puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2

(1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah
provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan
formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Dana Alokasi Umum suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota
dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan
alokasi dasar.
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(3) Celah fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari
kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing
daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata
dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel
dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks
Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

(5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi
Hasil.

(6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan
perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi dan
kabupaten/kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh daerah
provinsi atau Dana alokasi Umum seluruh kabupaten/kota.

(7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan
jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah secara proporsional termasuk
kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13 (ketiga belas), dan
gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

(1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari O (nol),
menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah
fiskal.

(2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan O (nol), menerima
Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.

(3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif
tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum
sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

(4) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif
tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima
Dana Alokasi Umum.

Pasal 4

(1) Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2012 ditetapkan
sebesar Rp273.814.438.203.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun
delapan ratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta
dua ratus tiga ribu rupiah).

(2) Rincian alokasi untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2012 merupakan bagian dari
pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2012.

(4) Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2012 disediakan untuk daerah
melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2012.

Pasal 5

Pemeriksaan dan/atau pengawasan intern atas pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan keuangan Dana Alokasi Umum dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada
masing-masing daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 Tahun 2011

TANGGAL 30 Desember 2011

RINCIAN ALOKASI DANA ALOKAST UMUM
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012

(rupiah)
NO JUMLAH
1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 911.080.707.000
2 Kab. Aceh Barat 440.584.427.000
3 Kab. Aceh Besar 549.069.553.000
4 Kab. Aceh Selatan 465.287.229.000
5 Kab. Aceh Singkil 298.293.644.000
6 Kab. Aceh Tengah 449.223.044.000
7 Kab. Aceh Tenggara 415.200.033.000
8 Kab. Aceh Timur 541.297.184.000
9 Kab. Aceh Utara 585.406.402.000
10 Kab. Bireun 612.599.162.000
11 Kab. Pidie 598.795.484.000
12 Kab. Simeulue 309.799.056.000
13 Kota Banda Aceh 491.593.554.000
14 Kota Sabang 273.672.391.000
15 Kota Langsa 337.337.339.000
16 Kota Lhokseumawe 394.259.998.000
17 Kab. Nagan Raya 387.243.580.000
18 Kab. Aceh Jaya 303.438.672.000
19 Kab. Aceh Barat Dava 327.572.527.000
20 Kab. Gayo Lues 329.446.951.000
21 Kab. Aceh Tamiang 370.319.962.000
22 Kab. Bener Meriah 332.475.834.000
23 Kota Subulussalam 225.256.530.000
24 Kab. Pidie Jaya 307.809.690.000
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